
 

 

 

 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

NOMOR    24       TAHUN  2009 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG DANA CADANGAN DAERAH                              

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL TAHUN 2008 
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2010 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi 
pengaturan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (8) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah yang menentukan bahwa 
penerimaan hasil bunga/dividen rekening dana cadangan                 
dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai 
penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar                        
dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang 
perlu melakukan revisi atas landasan yuridis yang mengatur 
mengenai hal dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud     
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah                        
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi                
Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2006 tentang                            
Dana Cadangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan                      
Pekan Olahraga Nasional Tahun 2008 dan Pemilihan                     
Kepala Daerah Tahun 2010; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);  

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah               
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia               
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006     
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri               
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah ; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006                     
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006     
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006   
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17  
Tahun 2006 tentang Dana Cadangan Daerah Dalam Rangka 
Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional Tahun 2008 dan 
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 17); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13  
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan               
Tahun 2007 Nomor 13); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5          
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 
Nomor 5); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

dan 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG DANA CADANGAN DAERAH 
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL 
TAHUN 2008 DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2010. 

 
 

Pasal I 
 
Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17  
Tahun 2006 tentang Dana Cadangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan                       
Pekan Olahraga Nasional Tahun 2008 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 17) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

Bunga Deposito atau SBI yang diperoleh atas penyimpanan Dana Cadangan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dicantumkan sebagai penambah               
dana cadangan. 
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Pasal  II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 
 
 
 

Ditetapkan  di Banjarmasin 
pada tanggal 29 September 2009                        
 
 
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
ttd 

 
 

H. RUDY ARIFFIN 
 

 
Diundangkan di Banjarmasin 
pada tanggal 29 September 2009  
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
         KALIMANTAN SELATAN, 
 
                         ttd 
 
 
          H. M. MUCHLIS GAFURI 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2009 NOMOR 24 
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PENJELASAN  

ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR    24     TAHUN  2009 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG DANA CADANGAN DAERAH                              

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL TAHUN 2008 
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2010 

 
 
 

I. UMUM 
 

 Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
menentukan bahwa penerimaan hasil bunga/dividen rekening dana cadangan  dan 
penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan 
berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan 
daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Selatan harus melakukan harmonisasi dan sinkronisasi 
terhadap Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 
2006 tentang Dana Cadangan dalam Rangka Pelaksanaan Pekan Olahraga 
Nasional Tahun 2008 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010. 
 
 Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Dana Cadangan dalam Rangka Pelaksanaan 
Pekan Olahraga Nasional Tahun 2008 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010. 
 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I 

 Cukup jelas. 

 

Pasal II 

 Cukup jelas. 

 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 
TAHUN 2009 NOMOR  21 

 


